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MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATWURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  DAN

MASAN Dl LINGKUNGAN KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini yang dimaksud dengan :



1. Lingkungan Hidup adalah .....................

2. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutpaut dengan hutan, kawagan hutan, dan

4. Hubungan Masyarakat Pemerintah yang selanjutnya disebut Hu 3
lembaga dan / atau individu penyelenggara pemerintahan, yang i manajemen

didengar, dan dlbaca yang
perkembangan teknologi informa

, KEDUDUKAN DAN WEWENANG LEMBAGA KEHUMASAN
Pasal 2

Lembaga Kehumasan melaksanakan tugas kehumasan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan.



Pasal 3

(1) Lembaga Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas /
a. memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kebijakan, program dan kegia
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

an

d. memberikan pemahaman kesamaan visi, misi dan persepsi antara
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Kehuma punyai tugas

(1) Kepala Biro Humas Kementerian Lingkyngan

2 ehutanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertanggung jawab [ elalui Sekretaris Jenderal.
Kepala Biro Humas Ke ingkungan Hidup dan Kehutanan secara fungsional dapat

a. meminta pendapat genai rencana penyampaian informasi tertentu;
b. meminta arahan dan njelasan untuk mengetahui latar belakang pengambilan kebijakan,
keputusan-ta 3

Pasal 7

mas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengkoordinir Pejabat
ingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 8

Pejabat Kehumasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai wewenang :



a. mencari, mengolah dan menganalisis informasi;

b. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan strategis kehumasan untuk meningkatkan citra
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bersih dan bertanggung jawa

c. memberikan informasi kebijakan; dan

d. menyebarluaskan informasi kebijakan pembangunan kehutanan.

BAB Il
KEGIATAN KEHUMASAN

Pasal 9

Kegiatan kehumasan meliputi :
manajemen hubungan masyarakat;
hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga;
pengembangan analisis media dan informasi;
manajemen komunikasi krisis;

analisis pemberitaan media massa;

tata kelola infrastruktur kehumasan;

konsultasi publik dan sosialisasi kebijakan;
pelayanan dan penyebarluasan informasi dan dokum
pengawasan penyelenggaraan kehumasan; dan
evaluasi penyelenggaraan kehumasan.

ntasi;

o S@mmooo0 o

melalui pelaksanaan kegiatan :
a. fungsi manajemen kehumasa

Hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan :



a. menjalin hubungan kerja dengan mengelola informasi dan dokumentasj_di lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

menjalin hubungan kerja dan koordinasi dengan kehumasan lainnya melal
kehumasan;

menjalin hubungan dengan media;

memetakan dan monitoring media massa;

menyusun data dan informasi lembaga dan organisasi mitra;
melakukan komunikasi persuasif dan negosiasi;
memberikan sosialisasi kepada elemen masyarakat;
melaksanakan hubungan kemitraan dengan pihak swasta
melaksanakan forum diskusi;
memberikan hak jawab dan hak koreksi terhadap pemberitaan media massa
melaksanakan program kemanusiaan; dan
menyelenggarakan dan mengikuti pameran.

forumkoordipasi
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Pasal 12

bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c
n akuntabel.

(1) Pengembangan analisis media dan informasi sg
dilaksanakan melalui pengumpulan informasi sécara sistimatis, akurat da

(2) Pengembangan analisis media dan informasi sébagaim dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan :
a. Menyusun membuat—skala prioritas isu y isaynpaikan kepada publik (agenda

setting);

b. memilih media yang paling tepat digdnak#n sesuai dengan situasi dan kondisi lokal, bentuk

d. menganalisis kemupgKinan terjadinya perubahan dan dampak kebijakan yang dikeluarkan
dengan mengikutjperkembangan berita, baik lokal, regional maupun internasional,

e. melaksanakan pénelitian dan pengembangan manajemen umpan balik informasi;

f. melaksanakan pengumpulan pendapat umum;

g. melaksanakan analisis isi berita; dan

h is<isu dan pendapat um

Pasal 13

nen komunikagi krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d diarahkan pada
penataan sistem dan hupungan komunikasi internal organisasi.

Manajemen komunikasi krisis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk
penanganan Krisis yang terjadi pada unit kerja masing-masing.

anajemert komunikasi krisis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
a. penyudsunan dan sosialisasi manual penanganan isu dan krisis;

b. komunikasi'dalam situasi krisis;

c. pembentdkan kelompok kerja Biro penanganan krisis;

d

e

. pengawasan perkembangan situasi krisis; dan
aporan perkembangan Krisis.

Pasal 14



(1) Analisis pemberitaan media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e diarahkan pada
kegiatan menganalisis isi pemberitaan media dan memetakan arah dan orientasi media

(2) Analisis pemberitaan media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. inventarisasi jumlah media cetak, elektronik dan online;
b. analisis isi pemberitaan media massa; dan
c. pemetaan dinamika isu pemberitaan media.

Pasal 15

(1) Tata kelola infrastruktur kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hurtf f diarahkan

(2) Tata kelola infrastruktur kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Konsultasi publik dan sosialisasi kebijakan sé jalam Pasal 9 huruf g
diarahkan pada komunikasi antara Humas K ] Hidup dan Kehutanan
dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pe nba ; an, yaitu dari kelompok
birokrasi, pelaku usaha, akademisi, LS

(2) Konsultasi publik dan sosialisasi

(2) Hasil dari rangkaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan dalam
pelaksanaan fungsi komunikasi publik.



(3) Pelayanan dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksug
dan ayat (2) dilakukan dengan :
a. menyusun data dan informasi strategis kebijakan, program dan kegiatan;
b. menyiapkan dan menganalisis data, latar belakang kebijakan pembangunan kehuta
sebagai bahan informasi publik;
c. menyusun materi ringkasan pemberitaan media massa;
d. menghimpun berita aktual harian pemberitaan media massa;
e. pengadaan sarana dan prasarana pendukung Kkegiata
dokumentasi;
melaksanakan peliputan dan publikasi kegiatan internal ¢
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

pada ayat (1)

=h

membuat siaran pers;
melaksanakan konferensi atau jumpa pers;

. membuat opini untuk media massa;
menulis, menyunting dan memproduksi inforp
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(1) Pengawasan penyelenggaran kelilmasan sebagaiw
dilaksanakan untuk menjamin pényelenggaraan tugas pekek dan fungsi kehumasan berjalan
secara efektif, efisien, i bertanggung jawab.

BAB IV
MEKANISME PENYEBARLUASAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pasal 20



oleh Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ling
dan Kehutanan.

Pasal 21

(1) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ¢
koordinasi dengan para pejabat terkait di lingkungan Kementg
Kehutanan.

(2) Proses koordinasi dengan para pejabat terkait di lingkungan Kemen

(3) Para pejabat terkait di lingkungan Kementerian Ling

(4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud
penyebarluasan informasi.

(5) Untuk mempercepat penyebarluas;
LHK.

Para pejabat di ling

kungan Ke
data dan informasi—r

annpe

DAN KEHUTANAN

Pasal 23

Pasal 24

(1) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan melalui proses
koordinasi dengan Kepala Biro Humas dan pejabat kehumasan di lingkungan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



(2) Proses koordinasi dengan para pejabat kehumasan di lingkungan Kemepterian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :

a. pengumpulan dan pengklasifikasian data dan informasi;
b. analisis data dan informasi sebagaimana dimaksud pad
dipublikasikan kepada masyarakat.

(2)/huruf a sebelum

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 25

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kehumasan dibe
dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pendapatan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2-Februari-2012

MENTERI LINGKUGAN HIDUP

DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SITINURBAYA



